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Abstract: Thecluster policy isan optionfor regionsto spur regiona development. Encouraging strong
locd industry isan attractive view for actorsasaway of concentrating economic activity inthe region.
If the cluster policy issuccessful, it can contributeto job creation and theinitiation of growth processes
in the region. This makes cluster policy an attractive tool for regional economic policy. This article
presents a case study from Riau Province as well as some theoretical considerations on the use of
cluster palicies. Theindustria cluster in Riauismainly for processing agricultural products for export
purposes, except for the one in Peldawan Regency with its Techno Park. The other five industria
clusterstill prioritize the food industry group and processed palmoil products. In cases such as Buruk
Bakul in BengkalisRegency and KualaEnok inIndragiri Hilir Regency, other political instrumentsare
morelikely to bethe method of choice. Reliableresourcesareavailable, reviving through new production
centers. In some cases, the efforts of the cluster policy did not achieve the optimal goal. Apart from
KualaEnok and Buruk Bakul, the Techno Park areain Pelalawan Regency isalso not optimal, while the
Tenayan areain Pekanbaru City has no industry or tenants who rent it.
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Abstrak: Kehijakan klaster menjadi pilihan bagi daerah untuk memacu pembangunan wilayah.
Mendorong industri lokal yang kuat merupakan pandangan yang menarik bagi para aktor sebagai
carauntuk memusatkan kegiatan ekonomi di wilayah tersebut. Jikakebijakan klaster berhasil, dapat
berkontribus pada penciptaan lapangan kerja dan inisias proses pertumbuhan di wilayah tersebut.
Hal ini menjadikan kebijakan klaster sebagai alat yang menarik bagi kebijakan ekonomi wilayah.
Artikel ini menyajikan studi kasus dari Provins Riau serta beberapa pertimbangan teoritis tentang
pemanfaatan kebijakan klaster. Klaster industri di Riau terutama untuk pengolahan hasil pertanian
tujuan ekspor, kecuali yang ada di Kabupaten Pelalawan dengan Techno Park-nya. Lima klaster
industri lainnyamasih memprioritaskan kel ompok industri makanan dan produk olahan kel apa sawit.
Dalam kasus seperti Buruk Bakul di Kabupaten Bengkalis dan Kuala Enok di Kabupaten Indragiri
Hilir, instrumen politik 1ain lebih cenderung menjadi metode pilihan. Sumber dayayang andal tersedia,
menghidupkan kembali ekonomi regional melaui pusat-pusat produksi baru. Dalam beberapakasus,
upaya kebijakan klaster tidak mencapai tujuan yang optimal. Selain Kuala Enok dan Buruk Bakul,
kawasan Techno Park di Kabupaten Pelaawan jugabelum optimal, sedangkan kawasan Tenayan di
K ota Pekanbaru belum adaindustri atau tenant yang menyewa.

K atakunci: kebijakan klaster, pembangunan wilayah, ekonomi wilayah, instrumen politik

PENDAHULUAN

Klaster addah fenomenaumum di banyak
industri. K egiatan ekonomi seringkdi cenderung
menumpuk tidak hanyadi kota-kotabesar de-
ngan ekonomi yang terdiversifikag, tetapi juga
di klaster-klaster industri tertentu, tetapi tidak
selduberadadi kawasan perkotaan. Silicon Vaey
dan Holywood bisadibilang contoh yang paing
menonjol, tetapi adabanyak lagi dan kebanya-
kan dari klaster kurang terlihat tetapi masih
menawarkan tingkat dinamisme yang tinggi.
Wilayah industri mewakili kelompok yanglebih
kecil tetapi sangat energik (Bathdt dan Gliickler
2012).

Perluasan globdisas dan persainganinter-
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nasiond membutuhkan pendekatan baru dalam
pembangunan sosid ekonomi negaradanwila
yahnya. M eningkatkan daya saing dengan me-
rangsang potensi ekonomi yang ada menjadi

prioritas pembangunan ekonomi di banyak
negara dan struktur bisnis. Oleh karena itu,

ddam menghadapi peningkatan prosesintegras

global dan percepatan transformasi sistem
ekonomi yang disebabkan oleh a asan politik,
ekonomi, serta kemajuan ilmiah dan teknis,

diperlukan pendekatan baru untuk menjamin
dayasaing sistem ekonomi terintegrasi. Dalam
hal ini, salah satu pendekatan tersebut adalah
kebijakan Kklaster, yaitu kemampuan untuk
mengimplementasikan potens ekonomi secara
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efektif dan mendorong pertumbuhan ekonomi
asosias yang terintegras. Kebijakan klaster di
luar negeri berfungs sebagai sal ah satu bentuk
organisad struktural hubunganyang paing efektif
di lingkunganinterna kawasan, dalamteori dan
praktik ekonomi pembangunan teritorial pen-
dekatan klaster telah memantapkan dirinya
sebagal salah satu pendekatan yang dominan.

Keuntungan dari kebijakan klaster adalah
sangat mementingkan komponen ekonomi mikro
dari pembangunan ekonomi, sertaaspek spasial
dan sosia dari pembangunan ekonomi. Selain
itu, kebijakan klaster menggunakan instrumen
yang efektif untuk mendorong pembangunan
wilayah, yangterlihat dari peningkatan penyergoan
tenaga kerja, peningkatan daya saing sistem
produks daerah, pertumbuhan pendapatan, dan
lanain.

Kelebihan dari klasterisas ekonomi addah
peran aktif otoritas publik dalam mengidentifi-
kas klaster, mempertahankaninisiatif klaster,
mendorong pengembangannyadan memantau
efektivitasprosesklasterisasi. Kertaskerjaini
membahas carakebijakan pembangunan untuk
menggunakan klaster. Ini proses untuk meng-
uraikan mekanisme dasar klaster, instrumen
untuk mempengaruhinya, dan pe aku yang dapat
menjaankannya. Muncul bebergpacaonklaster
di Riaudaam bentuk wilayah pusat pertumbuhan
industri (WPPI), kawasan peruntukan industri
(KPI) dan kawasanindustri (K1) (Mardianadan
Tampubolon, 2021; Zamayadan Tampubolon,
2021).

Klaster industri dianggap sebagai entitas
inti pertumbuhan ekonomi daninovasi di dunia
modern. Dengan demikian, klaster dipandang
sebagal € emen penataan pusat kegiatan ekonomi
untuk perusahaan, daerah dan bahkan ekonomi
nasional. Sgjalan dengan pandangan inovasi
sebagal fenomenagstemik, klaster telah menjadi
terkenal tidak hanya di komunitas akademik
tetapi jugadi antaraahli strategi yang berusaha
meningkatkan penciptaan nilai perusahaan dan
regiona selamaglobalisas. Dengan demikian,
klaster industri merupakan fenomenayang ditdliti
oleh paraakademis. Klaster dgpat berkembang
tidak hanya secaraorganik tetapi jugakarena
upayayang ditargetkan ol eh pembuat kebijakan
dan praktis, terutamamelaui proyek klaster.

Diyakini bahwa upaya kebijakan yang
ditargetkan dapat berkontribus padapertumbu-
han klaster danwilayah, bidang minat khususahli
geografi ekonomi evolusioner (Cooke, 2012a;
Flgysand, Jakobsen, & Bjarnar, 2012;
Mamberg & Power, 2006). Namun, tel ah di-
klaim bahwadiskusi menyeluruh tentang kon-
tribus kebijakan klaster terhadap pembangunan
daerah yang menguntungkan masih kurang
(Cooke, 2012a; Uyarra& Ramlogan, 2012).

Tugas pokok kebijakan klaster di tingkat
wilayah adalah: pengembangan konsep umum
pembentukan dan pengembangan struktur klagter;
pembagian kekuasaan di bidang kebijakan
klaster; mendukung inisiatif klaster pengemba
ngan industri mgu di wilayah; pengembangan
infrastruktur klaster; pembentukan struktur dan
tujuan anggotaklaster dan lain-lain. Analisis
pendekatan teoritis untuk pembentukan dan
pengoperasian kebijakan klaster telah me-
nunjukkan bahwateori klaster didasarkan pada
teori ekonomi sseminovas nasond (Vertakova
dan Plotnikov, 2013; Kgikawa et a, 2010;
Zhensan dan Hao, 2015).

Dinamismeklaster dapat ditel usuri kem-
bali ke bebergpamekanismeyang dapat bekerja
di dalamnya. Tidak semua dari klaster dapat
diamati seperti sebagian besar klaster. Klaster
yang tel ah berkembang dalam interaksi antar
pengelolaklaster. Struktur sosia sebuah klaster
merupakan arenadi manamekanisme klaster
muncul. Meskipun kebijakantidak dapat secara
langsung menyebabkan mekanismeini, kebijakan
dapat memperkuatnyadengan intervens yang
ditargetkan. Intervend tersebut berupainstrumen
kebijakan ekonomi yang ditargetkan secara
sektord dan spasid terhadap klaster yang akan
dipromosikan.

Perhatian terhadap konsep klaster regiond
dan kebijakan klaster dalam struktur pemba-
ngunan ekonomi, baik di luar negeri maupun
Rusiameningkat terutamadal am satu dekade
terakhir. Pengembangan klaster dalam kebijakan
klaster diformalkan. K ebijakan klaster sebagai
instrumen untuk menjamin dayasaing pemba-
ngunan ekonomi daerah, tersebar luasdi hampir
semuanegaradi dunia. Dari analisiskebijakan
klaster di bebergpanegara, terbentuk duamode
dasar implementasinya(Tabd 1).
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Tabel 1. Model Kebijakan Klaster

Negara Model Arah dukungan
kebijakan
klaster
Japan, South |Regulasi Peran  utama  memiliki
Korea,Singapore, ekonomi negara |klaster pengembangan
Sweden, France, kebijakan negara bagian

Finland and Slovenia
the US, the UK, Libera
Australia, Canada

(federal) yang aktif

Klaster dianggap sebagai
unsur pasar. Peran
pemerintah federal adalah
menghilangkan ~ hambatan
untuk pengembangannya

Pengalaman negara lain dalam meng-
gunakan kebijakan klaster dalam kaitannya
dengan penged olaan pembangunanwilayah sangat
beragam. Mencermati praktik kebijakan klaster
di negaramaju dan sedang membangun, perlu
diperhatikan hal-hd penting berikut: belum ada
pendekatan dan skemayang baku dan universa
ddam pembentukan dan pengembangan klaster
industri teritorid.

Setiap negara mengembangkan pende-
katannyasendiri untuk pembentukan kluster dan
pengel olaannyadan, dengan caramerekasendiri,
mengatur kegiatan badan-badan negarayang
bertanggung jawab untuk menerapkan strategi
nasiona dayasaingindustri wilayah (Tabd 2).
Tabel 2. Implementasi Kebijakan Klaster

dalam Pengalaman Dunia

Negara | Dukungan Negara Bisnis TipeKlaster
Itali Memberikan Konsentras Furniture
insentif untuk perusahaan kecil and interior,
ekspor. Menarik dan menengah di | food, textile
sumber daya daerah tertentu, and other
investas. Regulasi | digabungkan industries.
pasar tenagakerja, | dalam asosias
mendorong yang berbeda.
pertumbuhan Kerjasama
kapasitasmanusia. | perusahaan yang
fleksibel dan adil
Perancis | Regulas kegiatan Konsentrasi Perfumery
inovasi yang perusahaan di and
ditargetkan. sekitar perusahaan | cosmetics,
Stimulasi kegiatan | besar textile, food,
penelitian untuk wine and
kebutuhan industri. others.
Alokasi anggaran
bisnis padat
pengetahuan.
Pengurangan pajak
atasinvestas dalam
inovasi.
Amerika | Pengembangan Konsentrasi Teknologi
Serikat kemitraan ilmiah perusehaan di informasi,
dan teknologi. wilayah yang sama | industri
Pemberian kredit dan pemanfaatan | perfilman,
pajak dan potensi aam, otomotif,
perpajakan ilmiah, manusia dirgantara
preferensial bagi dan interaksi
perusahaan yang secaramaksimal.
melaksanakan
program inovasi.
Keterlibatan modal
awal.

Jepang Mendorong Konsentrasi usaha | Listrik,
pengembangan kecil dan otomotif dan
daerah yang sangat | menengah di lain-lain.
terspesialisasi. Daya | sekitar perusahaan
tarik teknologi maju | besar
asing

Finlandia |Berinvestasi dalam | Interaksi Kimia,
pembangunan perusahaan besar, | percetakan,
manusia. menengah dan teknik,
Terbentuknya kecil peralatan
tingkat listrik,
perkembangan furnitur
interaksi antara
lembaga ilmiah dan
industri

Dari mempe gari pengdaman negarayang
berbeda, diidentifikasi dua pendekatan dasar
(arah) politik modern dalam mendukung klas-
tering: ascending dan descending. Pendekatan
bottom-up berfokus padamemeastikan berfungs-
nya pasar secara efektif dan menghilangkan
kekurangan pasar. Titik avanyaadd ahinisatif
yang dihasilkan oleh pasar, sementara peme-
rintah bertindak sebagai fasilitator dan regulator,
tetapi tidak menetapkan prioritas nasiona dan
daerah yang tidak dapat dipecahkan dandibates.

Menggunakan pendekatan top-down
pemerintah (dalam proses konsultasi dengan
industri dan lembaga penelitian) menetapkan
prioritasregiona dan nasiond, merumuskanvis
yang merangsang untuk masadepan (sebelum
proses dialog), memilih subjek untuk terlibat
daamdidog. Pendekatanini tipikd dari negara-
negaraNordik.

METODE

Metode deskriftif digunakan untuk meng-
andigsfenomenafisk dansosd keberadaan dan
kesi apan suatu wilayah untuk menjadi klaster.
Ddam paradigmaredismekritisadatigadomain
keberadaan suatu wilayah menjadi klaster: redl,
aktual, dan empiris. Domain real terdiri dari
semuaobjek fisk sertamekanismeyang terkait
dengan objek dan kombinasi dari objek-objek
tersebut. Domain aktua sebagal peristiwvayang
muncul, baik secararesmi maupun tidak. Do-
main empirisberisi indikator dari objek yang
sudah adadan wujud.

Domain real memiliki indikator lahan,
jaringanlistrik dan gas, isntalas air bakudanair
limbah, drainase pelabuhan, dan aksesjalan.
Domain aktua berupahak penguasaan lahandan
domainempirisberupaizinpringdp, lokad, ling-
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kungan dan UK. Hak pengusaan dan rencana
luasdiukur delam luasan hektar. 1zin-izin diukur
mledui perkebangannya. Indikator fisk lainnya
Seperti pelabuhan menjadi indiaktor utamadaam
penentuan.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Pembentukan dan Pengembangan K laster

Andissmengungkapkan bahwakebijakan
klaster dilaksanakan oleh program klaster nasio-
na dan daerah. Jugaditentukan bahwaelemen
penting dari kebijakan klaster addahidentifikas
sumber keuangan dan orang-orang yang berta-
nggung jawab atas pelaksanaan program-
programini.

Instrumen-ingrumen dapat diterapkan oleh
aktor kebijakan klaster yang didefiniskan ddam
arti luas (tidak hanya pemerintah, tetapi juga
aktor lain). Aktor-aktor ini dapat diringkasdalam
kel ompok @) bisnis, yang mengacu padamereka
yang secara aktif berkontribusi penggunaan
instrumen kebijakan klaster untuk memenuhi
syarat sebagai aktor kebijakan klaster , b) aso-
siasi, ¢) aktor pemerintah di tingkat spasial, d)
universitas, lembagapendidikan dan pelatihan,
dan lembagapendlitian, €) inisiatif klaster atau
“lembaga untuk kolaborasi” (Solvel, Lindqvist
dan Ketel s2003) yang kemungkinan besar akan
menjadi forum jaringan pusat kluster jikaada,
dan f) aktor lain. Seringkali instrumen akan
digunakan secarakol aboratif yang membutuhkan
kontribusi dari berbagai aktor. Tabel 3 daftar
aktor yang mungkin dari kebijakan klaster.
Tabd 3. Aktor Kebijakan Klaster

Mekanisme | level nasional | tingkat daerah | tingkat lokal
Bisnis perpsahaan pery&ahaan perusahaan lokal
nasional regional
(termasuk UKM) (termasuk UK.M.)
cabang bisnis cabang bisnis
regional yang |okal t}erkantor
berkantor  pusat Ipt_mtt di - lokas
. A ain
di lokasi lain
IAsosiasi asosias asosias bisnis  |asosias  bisnis
nasional bisnis regional lokal
Kadin dan | cabang regional | cabang lokal dari
hukum swasta | dari asosiasi [ asosias nasional
nasional nasional cabang
Kadin dan | Kadin dan
hukum  swasta|hukum  swasta
regional lokal
Aktor Kemendikbud | Sekretariat Bagian
pemerintah | Kemenperin | Daesh perekonomian
Kemenristek | Disdikbud DPMPTSP
BKPM Disperindagkop | Balitbang
Bank negara| UKM ilmu publik lokal
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(termasuk Bappedalitbang | lembaga
modal ventura| DPMPTSP pembangunan
nasional) Lembaga ekonomi
pembangunan bank daerah dan
ekonomi BPR (termasuk
Bank umum|modal  ventura
daerah lokal)
(termasuk modal | Kadin dan
venturadaerah) |hukum  daerah
Kadin dan | cabang pusat
hukum daerah pekerjaan lokal
Universitas, | LPPM PT lembaga lembaga
lembaga Institusi penelitian daerah | penelitian  lokal
pendidikan | pendlitian di bidang | di bidang
dan nasional di | kebijakan klaster | kebijakan klaster
pelatihan, |bidang dan yang relevan | dan yang relevan
dan kebijakan PT regional dengan klaster
lembaga klaster lembaga PT lokal
penelitian | lembaga pendidikan dan | lembaga
pendidikan pelatihan daerah | pendidikan dan
dan pdatihan |lainnya pelatinan  lokal
nasional lainnya
lainnya
Inisiatif Mangemen manajemen
klaster klaster regional | klaster lokal
AI_(tor kon;ultan konsultan daerah Konsultan lokal
lainnya nasional bank swasta bank svasta
bank  swasta|daerah
. lokal (termasuk
nasional (termasuk
. modal  ventura
usaha nasional [modal  ventura blik lokal
khusus regional) pupll
perusahaan)
perusahaan khusus modal  ventura
modal perusahaan lokal
modal cabang
cabang erdagangan
perdagangan Ipok aJag 9
regional . .
serikat pekerja | ST1K@ pekerja

Sumber: Adaptasi dari Benner (2012)

Kebijakan Klaster dan Strategi Klaster
Fitur umum dari evolusi klaster dan pe-
ngembangan regional adalah bahwa mereka
tidak dapat diprediks atau proses standar;
mereka kompleks dan bertingkat, dan harus
diperlakukan sesuai (Flgysand & Jakobsen,
2011). Namun, memfasilitasi prosestersebut
dianggap mungkin, sehingga menarik untuk
‘membimbing’ dan mem-fasilitasi pembangunan
daerah (Martin, 2010). Misalnya, dalam pe-
ngaturan geografis, kerangka kerja untuk ‘spe-
sialisasi cerdas’ didasarkan pada alasan bahwa
ada ah mungkin untuk merangsang keunggulan
endogen (kompetitif) lokal dengan membangun
kontinjens sebelumnyadan (meng-untungkan)
jaur pengembangan dengan meng-khususkendiri
ddamdsfat-sifat unik (regiond). Padasaat yang
sama, perdebatan akademistentang evolus klaster
dewasate ah menempatkan penekanan utama-
nyapadaskalasebagal sumber pengembangan
klaster (yang terkena dengan |abel buzz global
dan saluran pipaglobd ; Bathelt et al., 2004).
Namun, seperti yang ditunjukkan, per-
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Spektif evolusioner jugamenyoroti ruang lingkup
sebagai sumber penting pengembangan dan
inovasi. Berdasarkan pembahasan teoretis di
atas, telah konseptualisasikan tigastrategi ke-
bijakan untuk pengembangan klaster yang
matang: ‘monocropping’, ‘hubbing’ dan ‘blending’
(Tabd 4). Ini addah strategi yang diidea kan, dan
masuk akd untuk mengasumsikan bahwae emen
dari semuastrategi ini adadaam proyek klaster.
Namun, strategi ini mungkin bergunauntuk
tujuan konseptual dan sebagai kerangkakerja
anditisuntuk menilai dimens skaladan ruang
lingkup dalam pengembangan proyek klaster dan
kontribus nyaterhadap pembaruanjdur regiond.
Tabd 4. Srategi Kebijakan, Evolusi Klaster
dan Pembangunan Wilayah

Strate | Ska | Sko | Ciri Teori Sumbe | Keumu
gi la p Uta | Penduku r ngkinan
Kla | Klas | ma ng Evolus output
ster | ter Klaster | regional
Monocro|Wilay |Spesial [Homo |Industrial  |Buzz Ekstensi
pping |ah isas  [gen |disctricsMa|lokal jalur

(skala |rshallian
dan |digtrics
skop)
Hubbing [Nasio |Spesial [Homo |Rantai nilai,|Internasio | Ekstensi
nal isas  |gen |jgaring nalisas  |jalur/

(skala) |produksi pembaruan

global jalur kecil
Blending|Wilay |Beraga|Hetero | Platform Persilanga| Pembaruan
ah m gen/ |inovas nindustri |jalur

terkait |agam |wilayah,
terkait |sistem
inovasi
wilayah,
ragam
terkait,
spesialisasi
smart

Monocropping

Strategi monocropping bertujuan untuk
memperkuat klaster sebagai lingkungan khusus
regional. Ini dalam banyak hal persepsi ‘klasik’
dari sebuah klaster dan sangat mirip dengan
gagasan distrik Marsha lian dan operasiondisas
gagasan Porter tentang klaster oleh pembuat
kebijakan (Desrochers & Sautet, 2004; Solvell,
Lindgvist, & Ketels, 2003). Strategi ini meng-
adopsi kriteria terkenal untuk ‘klaster sejati’
(Mamberg & Power, 2006), yaitu mendukung
spesialisasi dalam area yang dibatasi secara
regional. Strategi monocropping dimaksudkan
untuk mengembangkan kepercayaan antara
perusahaan yang berlokasi bersamadan untuk
meningkatkan tingkat spesialisas dan ikatan
klagter. Buzz lokd didukung dan dipelihara, dan
drategi terssbut dgpat mendorong pengembangan

kepercayaan dan ikatan sosial antar anggota
klaster (Malecki, 2012). Ini juga dapat mem-
fadlitas pengembanganidentitasklaster umum
di antaraanggotanya. Dengan katalain, strategi
ini diarahkan untuk merangsang, atau men-
dorong, terjadinyaeksternalitas Marshall dan
ekonomi lokas. Meskipun Marshd | tidek secara
eksplisit menyatakannya, hubungan dan/atau
kerjasama dengan perusahaan di luar distrik
diangggp minimdl.

Monocropping dapat menjadi penting
untuk Klaster yang muncul yang kekurangan
jaringan danikatan (regiond) yang kuat di antara
anggotanya. Jika strategi tersebut digunakan
untuk klaster yang matang, seperti proyek dalam
program NCE, Strategi tersebut dapat membantu
peningkatan klaster melaui peningkatan fungs
dan organisas yang efisien dari hubungan rantal
nilai regional. Dengan demikian, strategi ini
mencerminkan pandangan klaster sebagal rantal
nilal (Humphrey & Schmitz, 2002) tetapi juga
sangat diinformasikan oleh pemahaman Mar-
shallian. Diyakini bahwastrategi ini, yang di-
tergpkan dalam klaster yang matang, terutama
akan mengarah padaperluasan jalur regional,
yaitu, lebih dari yang sama. Tujuan utamadari
strategi ini adalah untuk mendorong anggota
untuk menjadi lebih “mirip’ dan mengkhususkan
diri dalam sektor yang sama, yang seperti di-
kemukakan di atas, dapat menghambat pemba-
ngunandaninovas daerah ddamjangkapanjang.
Karenajaringan bersifat regiona danjangkauan
pengetahuan sertadfilias industri ssmpit (sehingga
rentan terhadap pengaruh seperti fluktuas pasar,
regulasi politik, atau akses ke faktor input),
srategi ini jugadapat menyebabkan penguncian
regiond yang negatif dalam jangkapanjang.
Hubbing

Seperti dibahasdi atas, pemahaman umum
tentangevolus klaster, baik daam literatur mau-
pun program klaster, terkait dengan perluasan
skala klaster. Penamaan strategi ‘hubbing’ ini,
biasanya digunakan untuk mengembangkan
klaster “tradisional’ (khusus regional) melalui
perluasan hubungan geografis, yaitu memperluas
wilayah dampak geografis mereka. Ini telah
ditangkap dengan sangat baik oleh kerangka
berpengaruh dari buzz |okal danjaringan pipa
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globa yang diusulkan oleh Bathelt et d. (2004).
Seperti drategi monocropping, ini mencerminkan
pandangan klaster sebaga rantal nilai (Humphrey
& Schmitz, 2002) di mana gagasan utamanya
adalah bahwa rantal nilai dapat ditingkatkan
melalui perluasan skalageografisnya. Terkait
denganini jugamerupakan dasan bahwaperiuasan
tersebut harus spesifik sektor (yaitu, klaster
terspesialisasi), karena strategi hubbing me-
nekankan pentingnyamembangun jaringan pipa
eksterna berdasarkan bidang keahlian khusus
sektor klaster. Dengan demikian, strategi hubbing
berarti bahwaklaster membangun pers mpangan
baruatautitik berkumpul di luar areainti geografis
adli klaster, dan terkait dengan pemanfaatan
skala. Strategi-strategi tersebut dimaksudkan
untuk melengkapi dan selanjutnya mengem-
bangkan klaster khususmeaui jaur pipaekstra-
regional dan pengembangan hubungan dengan
pelaku khususdi luar klagter. HAl ini menyerupal
gagasan jaringan pipagloba sebagal pendorong
inovasi dalam literatur klaster (Bathelt et dl.,
2004) dan fokus pada pembelgjaran melalui
menghubungkan aktor yang sangat kompeten
dan terspesialisasi dalam sistem pendekatan
inovas sektoral (Mderba, 2002).

Strategi tersebut menyiratkan pengem-
bangan ikatan ekstra-regional dengan mitra
industri dan lingkungan penelitianyangrelevan
dan sangat kompeten, baik di tingkat nasiond
maupun internasional — dengan mengorbankan
membangun hubungan dengan perusahaan di
cabang terkait. Klaster jugadapat membangun
‘satelit’ atau ‘simpul’ di lingkungan yang relevan,
baik secara nasional maupun internasional.
Jaringan ekstra-regional ini akan mendorong
klaster untuk berinovas dan merangsang proses
pembelgaran dan pengembangan. Namun,
ketika fokusnya adalah pada tingkat ekstra-
regional, mungkin menjadi tantangan untuk
mendorong dan mempertahankan buzz lokd.

Dipercayapercayabahwastrategi klaster
ini dapat berkontribus baik padapembaruanjadur
regional maupun perluasanjaur regiona. Ke-
terkaitan eksternd dapat membawadinamisme
baru ke kawasan, merangsang prosesinovasi.
Namun demikian, penting untuk dicatat bahwa
fokus yang kuat pada organisasi yang efisien

(yaitu, dasar pemikiran rantai nilai) dan ke-
khususan sektor jalur pipaeksternal kemung-
kinan besar akan mengarah ke ‘lebih sama’.
Blending

Caradternatif untuk memfasilitas evolus
klaster yang matang adal ah dengan memperluas
cakupannya. Strategi blending berkaitan dengan
kerjasamaantara perusahaan terkait dan antara
aktor terkait danlingkungan ddam suatuwilayah.
Ini terkait dengan pemahaman teoretistentang
varietas terkait (Frenken et al., 2007),
percabangan regional (Boschma & Frenken,
2011), dan platforminovas regional (Cooke et
al., 2010), tetapi juga mencakup aglomerasi
fungsional (Crescenzi et al, 2013) karename-
nyoroti berbagai dimens kedekatan (Boschma,
2014), seperti kognitif dan organisas, daripada
spesialisas industri dan (hanya) kedekatan
geografis. Strategi ini membawakawasanini ke
depan. Ini adal ah tentang memperkuat hubungan
perusahaan yang dikelompokkan ke sektor
terkait di suatuwilayah dan merangsang limpahan
pengetahuan antara sektor dan aktor yang ber-
beda, tetapi terkait, yaitu, menjembatani domain
pengetahuanterkait danmendoronginoves lintas
industri (Enkel & Gassmann, 2010). Dengan
demikian, isuutamanyaada ah untuk memastikan
peningkatan klaster dan penguatan kemampuan
inovas perusahaan klaster dengan memfasilitas
‘pencampuran’ atau ‘pencampuran’ kompetensi
yang berbedatetapi terkait. Akibatnya, strategi
pencampuran berkaitan dengan perl uasanlingkup
industri proyek klaster dengan merangsang
kerjasamadan pembe g aran antara perusahaan
di cabang terkait dan perusahaan dengan
pengetahuan yang berbedatetapi terkait. Daam
praktiknya, pencampuran menyiratkan pene-
kanan yanglebih kuat padadimend regiond dan,
dengan demikian, terkait dengan konsep teoretis
sistem inovasi regional (RIS) yaitu “infrastruktur
kelembagaan yang mendukunginovas dalam
struktur produksi suatu wilayah” (Asheim et al,
2011).

Memfadlites ikaanlintasindudtri regio-nd
dapat memperkuat kemampuaninovas perusa
haan, meskipun adarisiko penguncian regiona
yang negatif jikahal ini tidak dikombinasikan
dengan pengembangan hubungan ekstra-
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regiona. Adajugarisiko bagi fasilitator dalam
merangsang jaringan antara perusahaan yang
tidak terkait di wilayah tersebut, yang dapat
menjadi tidak produktif. Dasar pemikiran dari
strategi ini adalah bahwahal itu menghambat
spesialisas sektor tradisiona (Cooke, 2012b)
dan sebaliknyamendukung sistem yang lebih
beragam dengan unsur-unsur kerjasamaklaster
internal dan jaringan lintasklaster antara sektor
industri regional terkait. Ini jugamemerlukan
definis yang lebihluastentang apasebenarnya
klaster itu, yaitu, aglomeras perusahaan dalam
industri terkait dan bukan entitaskhususindudtri.
Juga, inovas tidak diragukan lagi terkait dengan
aglomerasi (Crescenzi et al., 2007). Dengan
demikian, iamemiliki elemen konsep klaster
pembel g aran Hassink (2005):
sebuah konsep [...] yang mampu men-
jembatani kesenjangan antara pembe-
lajaran regional, yang semakin melintasi
bataswilayah dan negaraakibat globalisas
jaringan produksi, dan strategi wilayah
pembelgjaran, yang berfokus pada UKM
regional [usahakecil dan menengah] aktif
di berbagai klaster yang berbeda dengan
karakteristik yang berbeda.

Dengan memperluas cakupan klaster, dan
merangsang kolaboras antaraperusahaanterkait
dan diversifikas ke pasar terkait, strategi ini
memiliki potens kuat untuk berkontribus pada
pembaruan regional. Namun, penting untuk
dicatat bahwaini mengandai kan bahwakola-
boras intraregiond dilengkapi dengan hubungan
ekstra-regiond.

Untuk mencontohkan dan menguraikan
kategorisas informasi teori di atas, bagian be-
rikutnyamembahas baga manakemaj uan kebi-
jakan klaster Riau berkaitan dengan strategi
kebijakan klaster.

Sudi Kasusdari Riau

Klaster industri di Riau terutama untuk
pengolahan hasi| bumi bertujuan ekspor, kecuali
yang ada di Kabupaten Pelalawan dengan
Techno Park-nya. Limaklaster industri lainnya
masih mengutamakan kelompok industri
makanan, olahan hasi| kelgpasawit. Pengolahan
hasil kelapa sawit serta kebijakan industri

Provinsi Riau menjadi model untuk untuk
kebijakan klaster semacam. Industri pertanian
danranta nilainyamungkin merupakan promos
klaster di daerah pedesaan.

Kasusklaster industri di wilayah periferd
tidak mengurangi kekuatan struktural loka yang
dipromosikan lebih lanjut dengan kebijakan
klaster. Dalam kasus seperti Buruk Bakul di
Kabupaten Bengkalis dan Kuala Enok di
Kabupaten Indragiri Hilir, instrumen politik lain
lebih mungkin menjadi metode pilihan. Sumber
dayayang memadai tersedia, menghidupkan
kembali ekonomi wilayah-wilayahini dengan
pembangunan sentra-sentraproduks baru dapat
menjadi pilihan. Namun tetap akan muncul skap
sangat skeptistentang kemampuan kebijakan
untuk menciptakan klaster baru tanpa mem-
bangun kekuatan yang ada dalam struktur
ekonomi (Feser, 2008; Wrobel dan Kiese2009).

Dalam beberapakasus, upaya-upayadari
ke-bijakan klaster tidak mencapal tujuanoptimd.
Selain Kuala Enok dan Buruk Bakul, kawasan
Techno Park di Kabupaten Peld awan jugatidak
optimal, sedangkan kawasan Tenayan di Kota
Pekanbaru belum wujud industri dantenanyang
menyewanya. Kawasan Techo Park tel ah ber-
mimpi menjadi Lembah Silikon berikutnya, dan
bebergpadi antaranyalangsungterjunkebisnis.
Semua ini, terbungkus dalam ilustrasi yang
menarik dengan nama futuristik, akan men-
ciptakan kondis yang tepat untuk mengungguli
negara tetangga, untuk menjadi lokus pusat
industri globa yang baru.

Gambar 1. Klaster Industri di Riau
Keterengan: (1) Klaster Dumai, (2) Klaster Tanjung



62 Jurnal Kebijakan Publik, Volume 12, Nomor 2, Oktober 2021, him. 55-112

Buton, (3) Klaster Tenayan, (4) Klaster Kuala Enok,
(5) Klaster Buruk Bakul, dan (6) Klaster Tech Park

Menilik kesigpan klaster industri yang ada,
terdapat kemungkinan bahwabeberapapotens
klagter akan muncul kembali bahkan di wilayah-
wilayah yang baru dibangun. Karenabeberapa
gpesdisad spasd mungkinterjadi sairingwaktu.
Kawasan Selatan Riau telah didahului oleh
Kawasan Industri Kemingking di Tanjung
Jabung. Oleh karenaitu, daripadamembangun
kawasan baru, |ebih memungkinkan menetapkan
klaster yang adamerupakan pendekatan yang
lebih efisen untuk membiarkan ekonomi wilayah
wilayah baru berkembang selama bebe-rapa
tahun dan kemudian memeriksa apakah dan
potens klaster manayang muncul sementaraitu.
Potens-potens ini kemudian dapat ditargetkan
oleh kebijakan klaster dengan memperkuat
beberapamekanismeklaster sgauhintervens
diperlukan. Dengan demikian, wilayah-wilayah
baru di masa depan dapat menjadi contoh
kebijakan klaster jika potensi klaster telah
muncul dengan sendirinya

Untuk merangsang munculnya potensi
klaster (yang dapat ditunjukkan di banyak
industri atau teknol ogi, sehinggamenimbulkan
pertanyaan tentang upayauntuk menargetkan
indugtri atau teknol ogi tertentu di wilayah-wilayah
baru sgjak awal), menciptakan infrastruktur
sosd yang memungkinkan akan sering menjadi
pel engkap penting bagi infrastruktur fisk ddam
pembangunan wilayah tersebut.

Mddui Tabd 5, dapat diperoleh gambaran
perkembangan kebijakan klaster industri di
Proving Riauhinggasekarang. Inigdif aktor non
pemerintah |ebih realistis untuk berkembang,
dibandingkan dengan klaster atas kebijakan
pemerintah daerah. Ini tidak berarti bahwa
kebijakan klaster hanya dapat diterapkan di
lingkungan yang *“‘sempurna”. Terutamadi wilayah-
wilayah berkembang. K ebijakan klagter, meskipun
mungkin tidak seefektif di bawahkondis politik
dan pemerintahan yang kaku, masih dapat
memberikan hasil yang menguntungkan. Akan
tetgpi, hd itutidek mengurangi kebutuhan untuk
mengatasi masal ah-masal ah klaster. Kebijakan
klaster bukanlah strategi pembangunan yang
komprehengf, namunbisamenjadi bagiansentrd.

Konsekuens lain menyangkut biayapem-
bangunanwilayah klaster baru: Sebdummemula
jalan seperti itu, potens biayadan manfaatnya
harusdinilai denganhati-hati. Ini harusmencakup
perbandingan dengan biaya dan manfaat dari
pendekatan dternatif. Dapat dibayangkan bahwa
kebijakan untuk memperkuat potensi endogen
dari pusat-pusat ekonomi yang adadi daerah
pinggiran mungkin dalam beberapakasus me-
nunjukkan rasio biaya-manfaat yang lebih baik.

Lebihjauhlagi, kebijakan memang dapat
memperbaiki kondis di manaprosessosia da-
lam klaster, yaitu mekanisme klaster, dapat ter-
wujud. ladapat meakukannyadengan menetap-
kan arenauntuk mekanismeini dengan men-
ciptakaninfrastruktur sosd. Aktor seperti bisnis
alau asosias perdagangan, kamar dagang, atau
inisatif klaster dapat dibangun atau efisensinya
ditingkatkan dengan bantuan publik. Pendirian
atau perluasan perguruan tinggi, lembaga pen-
didikan dan pel atihan atau pendlitian, sementara
jugamengandung beberapainvestas infrastruktur
fisk, adalah caralain untuk membangun (tam-
bahan) infrastruktur sosid. Meskipuntidak pati
bahwadd am arenaseperti itumekanismeklaster
akan terwujud, kemungkinan hal ini dapat me-
ningkat, terutamajikaintervens publik dise-
laraskan dengan kebutuhan dan kontribus dari
aktor swasta dan terutama dengan bisniskon-
dituenklagter.

SIMPULAN

K ebijakan klaster industri berkontribusi
padaevolus klaster jugadapat memiliki peran
penting dalam berkontribus pada pembaruan
jaurindustri wilayah dan kemungkinan pengem-
bangan industri baru yang terkait. Kebijakan
klaster dimaksudkan untuk merangsanginovas
dan kemampuan adaptas wilyah jangkapanjang.
Keterlibatan publik dalam pembentukan klaster
industri menunjukkan peran kebijakan dalam
memfadilitas klaster jugaddam memperlakukan
klaster industri untuk berkontribusi padape-
ngembangan industri dan pembangunanwilayah
daamjangkapanjang. Dengan demikian, Srateg)i
klaster industri harus menekankan pembangunan,
pengembangan infrastruktur dan platform
inovasi, dan penguatan kompetensi dan pe-
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ngembangan pengetahuan.

Klaster industri merupakan entitas penting
dalam pembangunan ekonomi wilayah di Riau,
sehinga klaster harus diperlakukan sebagai
konstelasi regiona dari aktor terkait meng-
hubungkan limpahan pengetahuan dengan
pembaruan ekonomi, jalur pertumbuhan baru,
dan pertumbuhanwilayah. Dari studi kasusdi
Riau tersebut adalah penting menerapkan
kebijakan klaster industri baik dalam konteks
perkotaan maupun pedesaan. M empertimbang-
kan disparitas ekonomi perkotaan-pedesaan
yang kuat, ini penting jika kebijakan klaster
dimaksudkan untuk membukaefek menguntung-
kandi sduruhwilayah. Ini bukan tugas sederhana,
karena kebijakan klaster mengandaikan
beberapabentuk potens loka yang sudah ada.
Ini masih dapat berjalan jikakebijakan klaster
tidak terbatas padaindustri teknologi tinggi tetapi
jugamenargetkanindustri manufaktur dan padat
karya yang dapat berlokas di lebih banyak
daerah pedesaan juga. Industri pertanian dan
rantai nilainyamungkin merupakan kasuslain
untuk promos klaster di daerah pedesaan.
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